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PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di JI. S. Musi Kelurahan Soho,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai., sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
BUMN, tempat kediaman di JI. Batu Putih Kelurahan Bungin Timur,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 9 November 1995 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 317/25/X1/1995 Pada tanggal 20
November 1995.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus
Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
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3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Soho setelah itu pindah
dirumah bersama di Kelurahan Bungin Timur dan selama pernikahan
tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya
suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 25 tahun.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya yaitu, Tergugat memiliki sifat temperament tinggi (emosian)

tidak bisa ada kesalahan kecil selalu jadi penyebab pertengkaran.

5. Bahwa tiap kali cekcok terjadi antara Penggugat dan Tergugat selalu
saha Tergugat melakukan kekerasan memukuli Penggugat bahkan

sampai memar.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di tanggal
1 September 2020 yang mana Tergugat menyiksa Penggugat mengurung
Penggugat dalam kamar mencekik Penggugat. Yang membuat

Penggugat menjadi trauma hingga sekarang.

7. Bahwa sejak 1 September hingga sekarang selama kurang lebih 2
bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

9. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin

dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempuh upaya mediasi, nhamun sesuai laporan Mediator tanggal 15 Desember
2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga,
namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa point 1,point 2 dan point 3 gugatan Penggugat adalah benar;

- Bahwa point 4 huruf gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat lupa
waktu tepatnya, penyebabnya karena Penggugat tidak terbuka dengan siapa
Penggugat bicara ditelepon, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah

- Bahwa point 5 dan 6 gugatan Penggugat benar karena Penggugat kedapatan
menjalin hubungan dengan laki-laki lain lewat pesan singkat, dan saat ditanya
Penggugat mengakui akan tetapi tidak dikatahui siapa nama laki-laki tersebut
dan menurut pengakuan Penggugat handpone milik Penggugat telah diberikan
kepada laki-laki tersebut

- Bahwa point 7 gugatan Penggugat benar;

- Bahwa point 8 gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat masih memberikan
nafkah/biaya hidup kepada Penggugat;

- Bahwa untuk point 9 gugatan Penggugat, Tergugat keberatan bercerai

dengan Penggugat karena masih ingin rukun dengan Penggugat;
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Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa jawaban point 5 dan 6 tidak benar, sebab handpone tersebut telah
rusak dan akan diperbaiki, dan yang membawa handpone tersebut adalah besan
Penggugat;
- Bahwa jawaban point 8 gugatan Penggugat benar, akan tetapi uang tersebut
diperuntukkan sebagai uang belanja keperluan Tergugat;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A.Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 06 Maret
2015, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan
dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 317/25/X1/1995, a.n.
PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 20 November 1995, yang
diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan
aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
B. Saksi
Saksi 1 SAKSI, umur 40 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tahun 1995;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Soho setelah itu pindah
dirumah bersama di Kelurahan Bungin Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1. orang anak, yang
saat ini sudah berkeluarga,;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, saksi hanya
mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat hingga
menimbulkan memar, namun saksi tidak melihat secara langsung kejadian
tersebut, akan tetapi saksi bertemu dengan Penggugat karena saat
Penggugat lari ke rumah kakak Tergugat, saksi sedang berada di rumah
tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1
September 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat tinggal dirumah besan
Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan
kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk
utara, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Soho setelah itu pindah dirumah
bersama di Kelurahan Bungin Timur;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak,
yang saat ini sudah berkeluarga;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, saksi hanya
mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu, mencurigai Penggugat
menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan akhirnya memukul Penggugat
hingga menimbulkan memar, lalu Penggugat lari ke rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1
September 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat tinggal dirumah besan
Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
saling mengunjungi selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan
kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak
berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal
154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa meskipun Hakim Alamsyah, S.H.l, M.H. menjadi meditor
sekaligus hakim pemeriksa dalam perkara ini, namun oleh karena penunjukkannya
sebagai mediator disebabkan hakim lain yang bukan pemeriksa perkara sedang cuti
tahunan dan tidak ada hakim lainnya selain yang bersidang, maka adanya himbauan
untuk tidak menunjuk hakim mediator dari kalangan hakim pemeriksa perkara selagi
masih ada hakim lain pada pengadilan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal
20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahu 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon
kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena
petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka
pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat
berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan
petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau
sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis
Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat memiliki
sifat temperamen tinggi dan setiap cekcok selalu memukul Penggugat dan puncak
pertengkaran terjadi sekitar bulan Septemebr tahun 2020 yang mengakibatkan
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat yang
meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, selama itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah
berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh
Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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-'“'entang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di
mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-
menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan
oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia dan ketentuan beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan dalil jawaban
Tergugat dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat telah
mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam
jawabannya secara murni adalah posita angka 1 tentang perkawinan Pengugat
dengan Tergugat, angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah, angka 3 tentang
jumlah anak, angka 7 tentang lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah
maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. pasal 1925 KUHPerdata, kualitas pengakuan
tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh
karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus
dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui sebagian oleh
Tergugat adalah angka 4 bahwa benar Tergugat emosi karena Penggugat tidak
terbuka sedang berkomunikasi dengan siapa, angka 5 dan 6 bahwa benar Tergugat
memukul Penggugat karena Penggugat mengakui menjalin hubungan dengan laki-
lakilain bahkan Handphone Penggugat ada pada laki-laki tersebut, serta angka 8
bahwa Tergugat masih menafkahi Penggugat maka sesuai asas onsplitbaar aveu,
pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah
pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
mengajukan repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya, dan membantah jawaban Tergugat tentang hubungannya dengan
laki-laki lain, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya secara lisan di depan
persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula,
serta menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan
dalam rumah tangganya bersama Penggugat, namun oleh karena perkara ini
merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah
cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan
agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling
dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa
alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan
maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:
oSl Jlsg (2018) azlo ¢l 9 (2178) 5905 aul olg)) .38 sl 37_3 Se ol WI J MW=l Lol

(Gl pazxoo 2ol (8
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (Hadis
ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-
Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini sahih”). Oleh karena itu, sesuai
Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan,
maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menunjukkan wilayah tempat tinggal Penggugat dengan demikian alat
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan
karena di wilayah Hukum Pengadilan Agama Luwuk maka Pengadilan Agama Luwuk
berwenang memeriksa guagtan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal
perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan Penggugat adalah
pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, perceraian merupakan Lex Spesialis, sehingga untuk

membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis
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'akim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat
dengan kedua belah pihak dan saksi Penggugat adalah saudara kandung Tergugat
yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi karena adanya perselisihan maka saksi keluarga tersebut dapat
didengar keterangannya dalam perkara a quo sebagaimana Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang
yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan
yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah
dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan
keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan
demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar
keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai inti dari gugatan Penggugat, saksi 1 dan saksi
2 menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun lagi karena saat ini. Saksi | melihat Ketika Penggugat ke rumah kakak
saksi dalam keadaan memar bekas dipukul Tergugat sedangkan saksi Il
menyampaikan bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Tergugat
mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga memukul
Penggugat, Kedua saksi mengetahui bahwa Puncaknya pada bulan September
tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang,
Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saksi dan pihak
keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan
kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan
pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi
keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara
materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah
sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian
dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
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' aka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat
Penggugat dan dinyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk
meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah
diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyampaikan
bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan cukup dengan alat bukti yang diajukan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat mengenai adanya hubungan
Penggugat dengan laki-laki lain tidak dapat dibuktikan sehingga Majelis hakim
berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan
di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut apabila
dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam
jawabannya, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 09 November 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Luwuk, Kabupaten Banggai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama layaknya suami istri
dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena Tergugat mempunyai sifat temperamen dan sering
memukul Penggugat;

- Bahwa sejak bulan September tahun 2020, Penggugat dan Tergugat hidup
berpisah, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga
sekarang;

- Bahwa para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat

tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak
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' ampu untuk tetap bersama Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama
kurang lebih 4 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi menemui dan memberikan
nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya
hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan
rumah tangga namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai,
mengutamakan maslahah daripada mudarat adalah yang perlu diperhatikan.
Mempertahankan suatu pernikahan yang didalamnya salah seorang tidak lagi
menginginkan  kebersamaan tersebut adalah suatu hal yang sulit dan akan
mendatangkan mudarat bagi mereka yang menjalaninya. Keikhlasan hati untuk
saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah hal yang terpenting sebagai
landasan dalam rumah tangga namun hal itu akan sulit terwujud jika salah satu
pihak sudah tidak menginginkan utuhnya rumah tangga tersebut sehingga sudah
sulit untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyatu kembali, saling
mengasihi dengan penuh cinta apalagi sudah diikuti dengan perpisahan selama
kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari kejadian — kejadian dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, dimana sudah sering terjadi pertengkaran dan Penggugat
sudah tidak mampu untuk tetap bertahan hal ini mengindikasikan bahwa dalam
rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang — Undang Nomor 1 Tahun
1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut

dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (broken married);

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam
satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang
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““cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di
persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat
untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f)
Peraturan Pemerintah No0.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil
sebagai pendapatnya;

aallo o Wl ale 3lbo lgz 9 ) azg il @) pas i 31y -

Artinya :“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim
dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di
dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan
berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap
Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka
perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat
dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi
dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat
merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada
penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) mohon
kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak
ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh
karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat
(PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Luwuk pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal
12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Mufidah Sanggo,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
TTD TTD
Ummu Rahmah, S.H., M.H. Alamsyah, S.H.l., M.H.
TTD

Hal. dari Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2020/PA.LwkX

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,
TTD

Mufidah Sanggo,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 255.000,00
- PNBP Panggilan | P&T :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 12.000.00

Jumlah :Rp 377.000,00
(tiga tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



